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b 'W' hﬂ“ ﬁw meﬁvelesaikan penyusunan
| m W Desa) Tahun 2026, Dokumen

raan tata pemerintahan desa yang baik
kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran,
2 Tlogopayung Kecamatan Plantungan

sinambungan melalui mekanisme yang

ensi untuk pembangunan di Desa sesuai
19 Desa dan Peraturan Menteri Desa,
oman Umum Pembangunan Desa dan

‘tahapan yang mengacu pada regulasi

m Dm, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan
tuarn pﬂarbs program fan kegiatan sehingga masyarakat
am kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

inan RKP Desa Tahun 2026 Desa Tlogopayung Kecamatan
Kendal adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program
arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan
.g@a, serta tahapan program dan kegiatan.



Desa Tahun 2026 Desa Tlogopayung
h sebagal berikut!
sbagal dasar dalam pelaksanaan

laksanaan dan pengendalian;
ngan rencana pembangunan Daerah

anpembangunan desa serta bahan
'merintahan Desa selama satu tahun;

isi dan  semangat gotong royong

KP Desa Tahun 2026 Desa Tlogopayung
il kami buat, besar harapan kami semoga
asi, terpadu dan transparan melalui
mantauan dan evaluasi kegiatan
orintah  Desa yang pada akhirnya

luas, dan kepada segenap pihak yang




SALINAN

desa, maka perlu
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
penjabaran  dari  Rencana

ka Menengah Desa (RPJM Desa)
ktu 1 (aatu] tahun;

itnya Peraturan Menteri Desa,
ah Tertinggal, dan Trasmigrasi
2020 tentang Pedoman Umum
n Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Rencana Kerja Pemderintahan Desa
mcndukung Pencapaian ‘lujuan
lanjutan;
nat Plantungan Nomor 140/188/
ap Rancangan Peraturan Desa
8 Tahun 2025 tentang Rencana
desa (RKP Desa) Tahun 2026 Desa
tan Plantungan;
rkan pertimbangan sebagaimana
huruf a, huruf b, huruf c, perlu
turan Desa Tlogopayung tentang
erintah Desa Tahun 2026 .

. Nomor 25 Tahun 2004 tentang

~ Perencanaan Pembangunan Nasional
' Regara Republik Indonesia Tahun 2004

ndans Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Negara tahun Republik Indonesia Tahun
mor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
nesia Nomor 5495);

dang-Undang Nem;}r 11 Tahun 2020 tentang Cipta
. (Lembaran a tahun Republik Indonesis
n 2014 Nom 7, Tambahan Lembaran Negars
publik Indonesia Nomor 6573);




Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Penyusunan, Pengendalian dan
na Pembangunan Daerah
yublik Indonesia Tahun 2007
n Lembaran Negara Republik

m 43 Tahun 2014 tentang
. Undang-Undang Nomor 6
sa (Lembaran Negara Republik
4 Nomor 123, Tambahan
blik Indonesia Nomor 5539)
rapa kali diubah, terakhir
ntah Nomor 11 Tahun 2019
a atas Peraturan Pemerintah
ntang Peraturan Pelaksanaan
Tahun 2014 tentang Desa
blik Indonesia Tahun 2014
Lembaran Negara Republik

jomor 12 Tahun 2017 tentang
dan Pengawasan
itahan Daerah (Lembaran
sia Tahun 2017 Nomor 73,
Negara Republik Indonesia

omor 11 Tahun 2021 tentang
(Lembaran Negara Republik

1 Nomor 21, Tambahan

¢ Indonesia Nomor 6623);

1 Negeri Nomor 111 Tahun
Teknis Peraturan Di Desa

; Indonesm Tahun 2014 Nomor

n Negeri Nomor 81 Tahun 2015
bangan Desa Dan Kelurahan
lik Indonesia Tahun 2015 Nomor

Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
venangan Desa (Berita Negara
un 2016 Nomor 1037);
alam Negeri Nomor 110 Tahun
Permusyawaratan Desa (Berita
1 Bia Tahun 2017 Nomor 8()]

nba. ian Daerah, Tata Cara Evaluasi
Pﬂfﬂtlﬂ’ﬂﬂ Daerah Tentang Rencana
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

angunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tala
ara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
 Daerah, Rencana Pembangunan Jungku
ih Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

1312);

Mﬁntﬂﬂ Dal&m Negeri Nomor 96 Tahun 2017
lerja Sama Desa di Bidang



Negara Republik Indonesia

1 Negeri Republik Indonesia
Miﬁ Tentang lLembaga
n Lem Adat Desa (Berita
Tahun 2018 Nomor 569);
llﬂﬂ Nomor 20 Tahun 2018
ngan Desa (Berita Negara
18 Nomor 611);

m Negeri Nomor 70 Tahun 2019
151 Painpﬁﬂtahan Daerah (Berita

ssia Tahun 2019 Nomor 1114);
~ Pemba ‘Daerah

019 Namor 1203);
Nomor 90 Tahun 2019
i, dan Nomenklatur

- Keuangan Daerah
Tahun 2019 Nomor

Pembangunan Daerah
' ubhk Indonesia Nomor

1 Dan Pemenngkatan
an, dan Pengadaan

10 _Omar 252);
mor 26 Tahun 2013

_3 tentang Pendelegasian

an Bupati Kendal kepada Camat
elayanan Administrasi Terpadu
ten Kendal (Berita Daerah
un 2013 Nomor 26 Seri E No.

it K&Ildal Nomor 46 Tahun 2010
n Pemanfaatan Aset Desa di
1 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
r 46 Seri E No. 41);

Kendal Nomor 80 Tahun 2016
Organisasi dan Tata Kerja
Kabupaten Kendal (Berita Daerah

Nomor 80 Seri E no 47 ),
ati Kendal Nomor 37 Tahun 2017




. Penyusunan Rencana
my.h Desa,Rencana

in tma, Dan Pelaksanaan
in Desa di Kabupaten Kendal
ten Kendal Tahun 2017 Nomor

Nomor 50 Tahun 2018
n Desa berdasarkan Hak
Lokal berskala Desa
al Tahun 2018 Nomor

aten Kendal Nomor 80 Tahun
1 Kedua Atas Peraturan Bupati
2017 tentang Penghasilan
maan lain yang sah bagi
Desa di Kabupaten Kendal
Kendal Tahun 2019 Nomor

1l Nomor 38 Tahun 2020
angan Desa [Benta daerah

or 2 Tahun 2019

al Ber’ékala Desa di
Desa Tlogopayung

tahlm 2025 Tentang
gUl Jangka Menengah
n Desa Tlogopayung

ITUAN UMUM

It dimaksud

.desa adat atau yang disebut dengan
disebut Desa, adalah kesatuan
memiliki batas wilavah vang
dan mengurus urusan
- masyarakat setempat
) aayarakat hak asal usul, dan/atau
m djak‘ui dan dihormati dalam sistem

ra Kesatuan Republik Indonesia.




: ya.ng sesuai dengan
rioritas lncbumhan masyarakat Desa.
adalah kcwenﬂn@n yvang dimiliki Desa

"l penyelenggamn

'masyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
: be:ﬁmr.hn prakarsa masyarakat, hak
adalah penyelenggaraan urusan
kepentingan masyarakat setempat dalam
- an Negara Kesatuan Republik Indonesia.
adalah kepala Desa atau vang disebut
. dibantu perangkat Desa sebagai unsur
ierintahan Desa.

Deu vang selanjutnya disingkat
but dengan nama lain adalah lembaga
fungsi pemerintahan yang anggotanya
~dari penduduk Desa berdasarkan
h dan ditetapkan secara demokratis.

atau yang disebut dengan nama lain

- antam BPD, Pemerintah Desa, dan

hemfat strategis.
Pembangunan Desa vyang

iné.gmtan, dan kebutuhan Pcmbangunan
ol_eh anggamn pendapatan dan bcl,mm

nja daerah kabupaten/kota.
h peraturan perundang-undangan vang
a Desa setelah dibahas dan disepakati

n Desa adalah proses tahapan
an oleh Pemerintah Desa dengan
masyarakat secara partisipatif
alokasian sumber daya Desa
‘kualitas hidup manusia dan




| uﬁumpemhansuuan befkacla.n,jutan.
'-M adalah proses penggalian, pengumpulan,
an, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang
data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa
aset dan potensi aset Desa yang dapat
akan untuk pencapaian tujuan Pembangunan
mllh ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat
al sebagai bahan rekomendasi penyusunan prograrm
iatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi
tjg!e:g menggambarkan kondisi objektif Desa
sa.
Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data
_ ~dan data kewargaan di Desa yang disediakan
'Mnm Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
_ si serta dilakukan secara terpadu dengan
nakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat
m_jﬁim dan sumber daya manusia untuk disajikan
informasi yang berguna dalam peningkatan
: : _dnn efisiensi pelayanan publik serta dasar
- perumus  kebijakan strategis Pembangunan Desa.
! 5_& T i}?, Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang
! 5,715. .'-- - memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs
4,, Desa sampai dengan tahun 2030.
5 ..% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
mumya disebut RPJM Desa adalah dokumen

; 16.

aan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka

{enam) tahun.

ana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut

Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa

jangka waktu 1 (satu) tahun.

sulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang

adi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada

daerah kabupaten/kota melalui mekanisme

an pembangunan daerah.

~ adalah barang milik Desa yang berasal dari

aan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban

an pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak

Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi
. alam dan lingkungan hidup, sumber daya
mber daya sosial dan budaya, sumber dava
- dan sumber daya lainnya yang dapat diakses,
danfatau diubah oleh Desa menjadi sumber
unan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa,
, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi
J : -‘beraama masyarakat Desa.

_. Bun adalah rencana kﬂllﬂl]gdli tahunan
: dana yang bersumber dari anggaran

_'_r'melalui anggaran pendapatan dan
‘kabupaten/kota dan digunakan untuk

elenggaraan Pemerintahan Desa




25,

26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

(1)

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi
khusus.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama
lain adalah lembaga vang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa
dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan
fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli
Desa vang tumbuh dan berkembang atas prakarsa
masyarakat Desa.

Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan
Desa, dan unsur masyarakat.

Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas,
efektivitas, dan  akuntabilitas pemerintahan  Desa,
Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa,
pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan
sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa
untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota
masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang
dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan,
dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan
gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa, vang selanjutnya disebut BUM
Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa
dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha,
memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau
menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat,
perguruan  tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau
perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak
berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara,
anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau
APB Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2
RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebaga
berikut:
BAB | ENDAHULUAN

P

1,1. Latar Belakang.

1.2. Dasar Hukum.

1.3. Tujuan dan Manfaat.



-ara Musyawarah
' Tim Pe‘nyusun RKP Desa,

Ke_na dan Tindak Lanjut.
Rencana  Program  dan

~ Data dan informasi tentang rencana

; .Jpzmbiayaan pembangunan Desa.
ar Prioritas Usulan Rencana
ngmm dan/atau Kegiatan

Pbmbang‘unan Desa untuk 1 (satu)
tahun anggaran berikutnya.

Daftar Usulan Masyarakat Desa yang
Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs




Acara Musyawarah Desa
1g pe bahasan, penyepakatan

'RKP Desa Tahun 2026 dan
KP Desa Tahun 2027,
ientasi Foto Kegiatan,

lika m Desa Tahun 2026 sebagaimana
bﬂﬂiﬂu yang tak terpisahkan dan
Pasal 3
palmn landasan dan pedomean bag

2 Kemasyarakatan Desa dan
an pembangunan Desa Tahuo 2020




Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel
oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran
(DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan
dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik,
krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial vang
berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah

Kabupaten.
Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang
Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun
Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun

Anggaran 2026.

(2) Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih
lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Desa.

Ditetapkan di  : Desa Tlogopayung
Pada tanggal : 24 September 2025
KEPALA DESA TLOGOPAYUNG
Ttd

ANDY HERMANTO, S.Pd

: Desa Tlogopayung
: 24 September 2025




